
 

Bab V 
 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1.   Berkaitan dengan PPh Pasal 22 yaitu pemungutan oleh bendahara pemerintah 

dengan tarif sebesar 1,5% terjadi lebih bayar. 

2.   Dengan diterapkan PP 46 ini perusahaan membayar lebih sedikit pajak. 

 
3.   Restitusi pajak merupakan cara pengembalian kelebihan bayar pajak yang 

dipilih dan dilakukan oleh PT. Karsa Semangat Sejahtera. 

 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi peraturan 

pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut pajak penghasilan 

pasal 22 pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Surabaya terdapat beberapa saran yang 

dapat diberikan: 

1.   Diharapkan perusahaan melakukan perencanaan pajak (tax planning) sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. 

2. Sebaiknya perusahaan dapat memanfaatkan SKB dan Wajib Pajak pihak 

pemotong/  pemungut  sehingga penolakan  SKB  dari  pihak pemotong atau 

pemungut dapat dihindari. Dan tidak lagi adanya kelebihan pembayaran pajak 

secara terus-menerus atau bebas dari pajak berganda. 

3.   Diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih disempurnakan yaitu dengan 

menggunakan   metode   perencanaan   pajak   yang   lain,   dengan   harapan 

penelitian ini dapat lebih berkembang. 
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